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PUTUSAN
Nomor 0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

ediaman di Takalala,

Wardi bin Sinal . pendidikan SLTA,
di Lapince, (Depan

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
Oktober 2019 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat
dalam pernikahan yang sah menurut syari‘at Islam yang pelaksanaan
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018 sebagaimana
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/042/1/2018 vyang dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten
Soppeng, tanggal 29 Januari 2018;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama dan bergaul (Ba'da Dukhul) sebagai suami isteri
di rumah orang tua Tergugat, di Lapince, (Depan Posyandu), Desa Goarie,
Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya ,@m.‘ dan Tergugat berjalan
dalam keadaan rukuf an tetapi sejal -4-’.‘1‘\\ ober 2018 rumah tangga

Penggugat dengg Ol

] ‘ is:
/Q/ h opisall 3 gugat dan Tergugat

4. Bahwa timbul

disebabkan: belanja terhadap
Penggugat da A sendiri;
Tergugat men | jab C i ABituanya;

5. Bahwa puncak
Oktober 2018
berpisah temp falee et el gh sudah sama-sama

A terjadi pada bulan
2Nggugat dan Tergugat

6. Bahwa keluarga PeRg dan Tergugat telah berusaha

menasehati dan meruku Penggugat maupun Tergugat
agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga,
namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat
merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu
Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan

perceraian;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Wardi bin Sinangka
terhadap Penggugat Dian Utami binti Baharuddin;

3. Membebankan biaya perkara

Subsidair :

aihukum dan peraturan yang berlaku;

Bilamana Pengadilg an lapa pohon perkara ini diputus

Bahwa pada /e Ji8tapkan, Penggugat datang

sl

wakil atau kuasa AN ipusd gcara resmi dan patut

untuk umum dengan terlebih dafeiEEEiEEe gkan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 0042/04/1/2018 Tanggal 29
Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
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pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1,Yanti binti Tasse, umur 42. tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tetti
Kenrarae,Kecamatan Marioriwvawo,Kabupaten Soppeng di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedghk 0da e JOLB&t dengan Tergugat
Oktober tahun 2018
antara ' puldi terjadi perselisihan

awalnya be

- Bahwa tergugat menyurufpeRggEgattintuk kembali ke orang tuanya;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai
sekarang selama 1 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak
pernah ada saling memperdulikan;

- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali
namun sudah tidak bisa lagi;
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saksi 2, Baharuddin bin Yusuf, umur 46. tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tetti Kenrarae, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa mengenal Penggugat bernama Dian Utami sedang
Tergugat bernama Wardi
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Tergugat di Lapi a Goarie, Kecamatan Marioriwawo,

\ ,p. k Oktober tahun 2018

- i terjadi perselisihan

dar karena Tergugat
gefiggugat dan tergugat

ali ke orang tuanya;

tempat tinggal sampai

- Bahwa yang meninggalkafeiiaas ugat

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak
pernah ada saling memperdulikan;

- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali
namun sudah tidak bisa lagi;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan digé

pernah hadir di
persidangan mes of ; n patut dan tidak
ternyata tidak had > : halangan yang sah,
maka Tergugat har : r i, ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa RALENE ga dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempugy
hukum, maka berdasarkan ketentuan™ Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat
dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri, tergugat menyuruh
penggugat untuk kembali ke orang tuanya,pisah bulan Oktober 2018 sehingga
telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang,
dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
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tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti te lah memenuhi syarat formil, isi bukti

Penggugat, maka
pembuktian yang

Menimbangysoet dsegkan | ; t harus dinyatakan
i istri sah, menikah

pada tanggal 27 U 3 : "'_,E llian pasal 7 ayat (1)

an saksi-saksi yaitu:
Yanti bin Tasse da { a telah memberikan

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat
dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri;

- Bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke orang tuanya;

- Bahwa bulan Oktober 2018 pisah tempat tinggal sampai sekarang 1
tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugatsidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahw. | % : a tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bak i adlan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan bati

/R

pisah tempat tinggs

harapan untuk tidak saling
mempedulikan bg kar AL 1Bl @pamihati untuk bercerai
dengan Tergugat,j§iaF o sudah tidak dapat

diharapkan untuk entuk rumah tangga
yang bahagia dan ang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentangNREEkeINaTy~cas luarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmg ompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah I it dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewaj -------- g-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
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alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Watansoppeng adalah talak satu _baigesugra, maka sebagaimana maksud Pasal

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan gugatan penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Wardi bin Sinangka)
terhadap penggugat (Dian Utami binti Baharuddin);

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.491.000.00( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh Drs. Andi.
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Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil
Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S.
Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs M.Yunus \adi. Zainuddin
Abd. Jami

Perincian biaya :

- Pendaftaran

- ATK Perkara

- Panggilan :Rp 375. 000,00

- PNBP panggilan Penggugat : Rp. 10.000.00
- PNBP panggilan tergugat ‘Rp.  10.000.00
- Redaksi :Rp  10.000,00

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 11
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



